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Bisnis Proses Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha sesuai
UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan
UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
S
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NIB . ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
Rencana Usaha Dokumen LH & Persyaratanpenerbitan | perizinanBerusaha;
dan/atau Kegiatan i Perizinan Berusaha * Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi
/ & Persetu; uanLH i pelanggaranserius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan |
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Administratif Bidang Lingkungan Hidup

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PPNO.22 TAHUN 2021 PERMENLHK No. 14 Tahun 2024

Kewenangan

Pasal 2 PERMENLHK 14/2024 .

Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan pengenaan Sanksi Administratif terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:

a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan

b. Peraturan perundang-undangan di bidang pelrindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

PP NO.28 TAHUN 2025

Implikasi ternadap Pasal 12 ayat (2):
“Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.”

Persyaratan Dasar sebagaimana Pasal 12 ayat (1): PL
1.KKPR—I—> (Persetujuan Lingkungan)
2 PL Kewenangan Lingkungan Hidup

3.PBG dan SLF




PENGADUAN

PENGAWASAN

PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF

PENERAPAN DENDA
ADMINISTRATIF

SENGKETA PIDANA

2024

47
Usaha/Kegiatan

Pengawasan terhadap 50
Pelaku Usaha/Kegiatan
dengan hasil 49 tidak taat dan
1 taat

64
Sanksi Administratif

4 Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup di Luar

Pengadilan Perdata dan 1
Penegakan Hukum

2025
(Januari - Agustus)

78
Usaha/Kegiatan

Pengawasan terhadap 63 Pelaku
Usaha/Kegiatan dengan rincian:
Pengawasan Reguler: 37
Pengawasan Insidental: 26

36
Sanksi Administratif

31
Penerapan Denda Administratif

5 Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan Perdata

Rekapitulasi Data
Gakkum Provinsi
Jawa Barat

2024-2025



Penerapan Denda Administratif

(per Bulan 17 September 2025)

Perusahaan yang 2 B | % '_ " DA yang sudah
dikenakan DA R NN N S5 T Dibayarkan

31 (tiga puluh satu)

: Rp 10.220 .668 .578 ,1
Usaha/Kegiatan P
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